ABSTRAK

Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara sektor perkebunan melalui
pembentukan struktur holding dan subholding merupakan kebijakan strategis
pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, integrasi usaha, dan daya saing korporasi
negara. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penetapan PT Perkebunan
Nusantara Il (Persero) sebagai holding BUMN  Perkebunan yang
mengoordinasikan subholding dalam kerangka perusahaan kelompok (corporate
group), berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Restrukturisasi tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa
perubahan struktur kepemilikan saham, pengalihan aset dan kewajiban, serta
penyesuaian kewenangan organ perseroan dalam hubungan induk dan anak
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab
hukum PTPN 11l pasca restrukturisasi terhadap tindakan anak perusahaan serta
akibat hukum yang timbul dalam perspektif hukum perseroan dan hukum BUMN.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi
deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa restrukturisasi tidak menghapus prinsip separate legal
personality dan limited liability, sehingga setiap entitas tetap merupakan subjek
hukum mandiri dengan tanggung jawab terpisah, dan holding tidak secara otomatis
bertanggung jawab atas perikatan anak perusahaan kecuali terdapat
penyalahgunaan badan hukum yang membuka kemungkinan penerapan doktrin
piercing the corporate veil.
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